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ABSTRAK : -

CATATAN : -

bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan
kepabeanan atas impor barang dari negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
dan Republik India guna mengakomodasi dinamika Persetujuan mengenai Perdagangan Barang
dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan
Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai
Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik
India;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No.
3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No.
4661); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres Rl No. 40 Tahun
2010 (LN Tahun 2010 No. 77); Perpres Rl No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu
Rl No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang
berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN), dan ketentuan asal barang (rules of origin) yang
terdiri dari kriteria asal barang, kriteria pengiriman, dan ketentuan prosedural.

Diatur pula ketentuan mengenai penelitian dan pengenaan tarif preferensi, ketentuan sanksi,
monitoring dan evaluasi, penelitian ketentuan asal barang untuk pengenaan tarif preferensi, Tata
cara penyerahan SKA Form Al beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama Pandemi Corona Virus
Disease 2019, serta penetapan petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk
atas barang impor berdasarkan Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan
Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara dan Republik India.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen
pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean
tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif
bea masuk atas barang impor berdasarkan skema ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata
Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan
Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2020.
Lampiran Halaman 40-73.



